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ABSTRACT

The Sixth Five-Year Development Plan (REPELITA VI) of 1994-1999 could produce ll'ebl'a[iVe impacts
to almost all sectors of our life. This urticle elaborates the Indonesian development policics, especially
in environmental matters, and the ways to control their negative side-effects. Based on the explanation
mentioned in this article, there are some means to handle the problems. On this occaston, the author

focuses only on two ways which are environmental indicator and institution.

I. LATAR BELAKANG

Ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam GBHN
1993-1998, menyebutkan bahwa: “pembangunan lingkungan hidup yang merupakan
bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh
makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kclestarian fungsi
lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan
perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang
berkelanjutan.” Dengan demikian, pembangunan lingkungan hidup bertujuan
meningkatkan mutu hidup, memantaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan,
merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan
kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya diatur bahwa sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara
dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang
memadai untuk memberikan mantaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi
generasi masa kini maupun bagi generast masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam
kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui pencrangan dan pendidikan
dalam dan lvar sckolah, pemberian rangsangan berupa insentif, penegakan hukum
lingkungan, dan disertai dengan dorongan peran aktil’ masyarakat untuk menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam sctiap kegiatan ekonomi dan sosial.
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Lingkungan hidup yang rugak
& < ¢ $aK atau fergang :
: el qoar L . , Anggu keseiimhanganny: J
K ast aear kemb: o . ‘ a perlu
dmll_d}*:l:.:uli ll\_,,‘l.l‘.llxlunl.mh berfungsi sehagai penyangga kchidupunﬂadan ):ncglhcri
m:mta.ll g V‘L-\L}la eraan masyarakal, Pembingan dan pencgakan hukum untuk
mengurangt eoadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan

Dalam upaya pengendalian pencemaran dap
ckonomi dengan pemantaatan teknclogi y
dapat dipertalankan. Sarana dan prasaru
rumah tangga, limbah industri, d

al digunakan berbagai perangkat
ang scsuai agar kualitas lingkungan hidup
Sarand dalam pengelolaan limbah termasuk limbah
: : an limbah berbahaya serta beracun perlu diti ngkatkan
agar kualifas lingkungan hidup yang lestar dapat terjamin keberlanjulannyz.

Dalam pembangunan berkelanjut , :
aamp s 1an berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan
pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya
dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmoni dan dinamis serta ditunjang olch
perkembangan kependudukan yang serasi,

Setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya perlu
terus dinilai dan dikendalikan sccara seksama agar pengamanan dan perlindungannya
dapat dilaksanakan setepat mungkin. Peran serta kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan
herkelanjutan. : '

II. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP PADA REPELITA VI

Repelita VI ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1992 tentang
Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95-1998/99 pada
tanggal 22 Maret 1994, Y ‘

Pasal 1 Keppres terscbut menyatakan bahwa Repelita VI sebagaimana termuat
dalam lampiran Keppres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pembangunan Nasional,
Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dan Pembangunan Lima Tahun Keenam sesuai
dengan Garis-garis Besar Haluan negara yang telah ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. |

Dalam kaitannya dengan pembangunan selama ini, berbagai sumber alam telah
digunakan. Tetapi, karcna kurang hati-hati dalam pemanfaatannya, banyak sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang mungkin menurun jumlah dan mutunya
sehingga manfaatnya makin berkurang. Sementara itu, di masa depan pembangunan
akan semakin memerlukan dukungan sumber alam dan lingkungan yang lebih
berancka ragam, Olel karcna itu, diperlukan pemeliharaan sumber alam dan

lingkungan hidup yang masih utuh agar kescmpatan bagi pembangunan yang lebih
beraneka ragam di masa depan tidak berkurang,
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Kerusakan sumber alam dan pencemaran lingkungan hidu!) pada Umumnyg
ab oleh kegiatan pembangunan yang kurang mcmpc‘rhutlk:'m daya dukung
lingkungan hidup. Limbah induslri dan rumah lzln{g;:zu yang I;{ng,;\;(llm g d_ ; hu{un g }fc dalan
sur;g:li dan sistem perairan nlunpah atau ke Udd!‘tll IT}CI][III U ‘%n 'h!:!)hl sosial yang
makin besar bagi masyarakat, baik dalam bcnt‘uk I?mya untuk k{,st.:lmtcm, menurunnyy
produktivitas dan pendapatan karcna sal:m, llqzlk .bcrfungsmya Sungai untuk
mendukung kegiatan perikanan dan penyediaan air minum, dan sebagainya,

Limbah berbahaya dan beracun yang dibuang sccara scmbaranggn ke dalam
lingkungan akan mematikan kcmampuan. dan fungsi lmgkunga}n hidup dalam
mendukung peri kehidupan. Olc}l karena itu, sasaran yang penting pula adalah
terkendalinya pencemaran perairan dan udara yang disebablan _oleh kegiatan
pembangunan atau cara hidup masyarakat. Di antara l:)lerbagal sektor yang
menimbulkan pencemaran lingkungan, sasaran pengcpdahan pencemaran yang
terpenting di antaranya adalah scktor perhubungan, energi, pertanian, pertambangan,

dan industri.

Dari segi lokasi, sasaran pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang
{erpenting adalah dacrah yang padat penduduk Qan Padat-pcmbangunan. Sebagai akibat
penggunaan yang berlebih tanpa upaya pelestarian fungsinya, banyak lahan subur yang
telah berubah menjadi tanah kritis. Di daerah seperti ini lahan tidak dapat memberikan
hasil yang memadai bagi penduduknya sehingga penduduk menjadi lebih miskin,

disebabk

Dalam Repelita VI, pertumbuhan ekonomi memerlukan lebih banyak sumber alam
dan jasa lingkungan hidup. Oleh karena itu, sasaran penting dalam pembangunan
lingkungan hidup adalah meningkatnya pengenalan jumlah-dan mutu sumber alam
serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan tingkat kerusakan, serta
penggunaan dan kemungkinan pengembangannya.

III. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup di atas dan upaya
pengendalian dampaknya, kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup pada
Repelita VI meliputi beberapa hal sebagai berikut: '

1. Pemilihan Lokasi Pembangunan

Tentang pemilihan lokasi pembangunan dijelaskan bahwa lajunya pertumbuhan
dan kegiatan pembangunan menuntut adanya peningkatan efisiensi penggunaan
sumber. Untuk menghindari pemborosan penggunaan sumber daya alam dan kerusakan
lingkungan, pemilihan lokasi yang tepat untuk setiap kegiatan merupakan
pertimbangan utama dan pertama dalam pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan
didasarkan pada kemampuan atau daya dukung lingkungannya, yang meliputi
kemampuan menyediakan bahan baku, menerima dampak yang terjadi, dan daya
dukung lingkungan sosialnya.
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7. Pengurangan Produksi Limbal

Dalam hubungannys: : R -
1inﬂkf1l'm cﬁqi{;;si li;:ﬁi:gf“’:llllcngumngdn produksi limbah dikemukakan bahwa
eningKatd siens s dalam bidane et , )
P am bidang industri, pertambangan, transportasi,

energi perumahan dan lain-lain akan (eryg ditingkatkan. Hal ity dimaksudkan untuk

mengurangt produksi limbah yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),

imbah cair, limbah padat, dan limbah eas vane lanoe - :
I » MDA P Hlimbah gas yang langsung dibuang ke lingkungan afam,

Efisicnsi produksi tersebut dapat dilakukan melaluni pemilihan bahan baku,
pcngcmbangun. tcknologi, pemanfaatan ulang dan lain-lain schingga limbah yang
dihasilkan. mak{n berkurang. Di sumping itu, dikembangkan pula peurléaturan kualitas
dan kuantitas limbah yang dapat dibuang ke media lingkungan hidup.

3, Pengelolaan Limbah

Untuk pengelolaan limbah perlu diuraikan, bahwa penyediaan fasilitas
penampungan dan pengelolaan limbah sccara terpusat dan memadai akan terus
ditingkatkan untuk memberi kesempatan bagi para investor untuk mengolah
limbahnya. Bagi kegiatan usaha skala kecil penyediaan fasilitas penampungan dan
pengolahan limbah serta pembinaannya yang lebih efektif juga diupayakan
peningkatannya. Pengendalian pencemaran air akan dilaksanakan dengan memusatkan
perhatian pada sungai dan danau yang mempunyai fungsi strategis dan atau yang telah
mengalami degradasi fungsi. Selain itu, akan ditingkatkan pula pencegahan intrusi
air laut ke dalam air bawah tanah, terutama pada kawasan padat pembangunan.

Sementara jtu pengendalian pencemaran udara di perkotaan dan kawasan indusir
dikembangkan melalui penurunan emisi polutan udara dari setiap sumber, pemilihan
teknologi yang tepat, pembangunan ruang terbuka hijan, dan taman kota.

Pencegahan pencemaran laut dilakukan melalui pembinaan, sedangkan
pencemaran oleh minyak di laut akan diusabakan agar perusahaan di bidang
perminyakan, pengangkutan, dan pelabuhan mampu menanggulangi dan mencegah
terjadinya pencemaran oleh minyak. Pengendalian pencemaran laut ini diarahkan untuk
meningkatkan kualitas perairan, terutama pada wilayah strategis, yaitu wilayah tujuan
wisata, kawasan pelabuhan dan jalur padat pelayaran, wilayah penambangan lepas
pantai, serta wilayah vang secara ekologis peka terhadap kerusakan lingkungan.

4, Penetapan Baku Muiu Lingkungan

Mengenai penetapan baku mutu lingkungan dikemukakan bahwa tingkat
pencemaran lingkungan suatu dacrah dapat ditetapkan berdasarkan kemampuan
lingkungan tersehut dalam menerima beban pencemaran, Kemampuan lingkungan
untuk menerima beban pencemarn tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang
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perarti dinyatakan dalam baku muiu lillgkl.mgilfl. Baku ll'lllrllu in‘i sc](unjulnyﬂ dijadikan
acuan untuk mengevaluasi (!alllpak dari .fcl.l.ap kcgljimn pembangtnan lerhadyy,
lingkungan, Scsuai dengan sifat dan potensi wilayah yang bcrl.wdzl-hcdu, baku myyy
lingkungan dari setiap wilayah akan hcrl')cda. Baku mullf Ilflgkgflgu,T yang haig
merupakan sasaran dalam pembangunan lingkungan yang ingin dicapai,

Penctapan baku mutu lingkungan dan }mku mutu‘ limbah akan {llillanjulkan dan
dituntaskan dalam Repelita VI, baik pada tingkal nasional Ilnaupun ti .ngk-d[ Propinsi
yang belum ada ketctapannya. Pcnyus.um.m l?aku muty puda.lu}gkal nﬂsmn'fll dan baky
mutu pada tingkat wilayah atau prn!)m.mldllakuk.an scdcmlkmp rupa schingga haiy
mutu pada tingkat wilayah atau propinsi tidak lebih longgar daripada baku myqy pada
tingkat nasional,

5. Pelestarian Alam dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Mengenai rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
dikemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang pada hakikatnya
merupakan pemanfaatan sumber daya alam dar} lingkunga-n hidup, masalap
terganggunya fungsi kelestarian sumber alam dan Imgkungan. hidup tersebut tidak
dapat ferhindarkan. Untuk menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap
berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bugi
kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup akan ditingkatkan,

6. Pengembangan Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, dan Kemampuan Sumber
Daya Manusia Pengembangan kelembagaan juga meliputi pengembangan dan
penyempurnaan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, prosedur, dan
koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam upaya pengelolaan sumber alam dan
lingkungan hidup. Scjalan dengan pengembangan kelembagaan, akan ditingkatkan
keterpaduan penanganan masalah lingkungan ke dalam setiap kegiatan pembangunan
baik sektoral maupun daerah, dan ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk
sektoral prioritas yang perlu adalah memasukkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan
perlindungan fungsi lingkungan,

Peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha
pengendalian dan pelestarian lingkungan, Oleh karena itu, akses masyarakat kepada
sumber daya alam dan kemudahan memperoleh modal usaha akan ditingkatkan agar
dapat memberi peluang yang lehih besar kepada masyaraka( dalam pengendalian dan
pelestarian lingkungan,
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igkat peran akf masyarakat berka

.-me : [. an akllll masyarakat berkaitan dengan keberadaan kemampuan dan
1 ' g\l \.i\‘ MRIF i ATh) i ,
kualitas organtsasi sosial dan organisasi kemasyarakaan yang herkecimpung dal
. DISAINER Sl dan o alam
bidang lingkungan hidup serta tingkay penget:

ahwan dan kesadaran masyar;

lingkungan, ¢ aran masyarakat tentang

Peningkatan peran serta masyarakat da)
diarahkan agar menjangkau lapisan masy
ketersediaan informasi yang herkeny

am pengelotaan lingkungan hidup
arakal yang lebih luas. Oleh karena itu,

o hid an di an dengan kelestarian sumber alam dan
ingkunean hdup akan dik . . . . .
lingkung I tkembangkan dan diperluag schingga pengetahuan dan

cesadaran masyarakat dapal lebih meninokat Hal int of; ) . _
kesada ¥ (d EJ l}({ 1P ullclhlh menngkat, Hal ini dilakukan, baik melalui pelatihan,
enerangan, pendidikan dalam dan luar sekol: 0 o y
p =0 ar sekolah serla pemberian penghargaan,
rangsangan dan dorongan kepada masyarakat.

Secara kescluruban kenampuan dan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur
pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha yang berkecimpungan di dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terus ditingkatkan.

IV. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Setiap kebijaksanaan yang diambil dalam kaitannya dengan sumber alam dan
lingkungan hidup akan berbeda dan selalu berubah dari waktu ke waktu, disesuaikan
dengan keadaan, kepentingan, dan kebutuhan. Demikian pula kebijaksanaan yang
dibuat dalam masing-masing Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) selalu
diupayakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan situasi dan
kondisi saat itu.

Sebagaimana (elah diuraikan di atas, bahwa berbagai sumber alam telah
digunakan, Tetapi, karena kurang hati-hati dalam pemanfaatannya, banyak sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang mungkin menurun jumlah dan mutunya
sehingga manfaatnya makin berkurang. :

Sementara itu, pencemaran lingkungan pada umumnya disebabkan oleh kegiatan
pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Limbah
industri dan rumah tangga yang langsung dibuang ke dalam sungai dan sistem perairan
alamiah atau ke udara menimbulkan biaya sosial yang makin besar bagi masyarakat.

Dalam kaitan itu, terdapai banyak upaya yang dapat dilakukan untuk
mengendalikan dampak lingkungan dalam Repelita VI, tetapi di sini hanya
dikemukakan dua cary, yait dari segi kelembagaan, dan tolok ukur,
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A, Kelembagaan

Pada tanggal 5 Juni 1990 (ibentuk Badan Pengendalian Dalnpnk'ungklmgan
dengan Keputusan Presiden No. 23 Talun 1990. }{;aqan Pengendalian Dampay
Lingkungan (BAPEDAL) adalah Lcmhu.gu Pemerintah Nun-Depachmen yang
berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab langsung kepada Presiden,

Alasan dibentuknya BAPEDAL adalah bahwa pembangunan yang semakin
“ *
akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukap

meningkat . .
a pembangunan dapat dilaksanakan sccara herkelanjutan,

pengendalian; sehingg

Namun demikian, dalam perkembangannya yang didasarkan pada pertimbangan
bahwa: semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan semakin besarnya
kehutuhan serta upaya yang diperlukan bagi pengendalian dampak lingkungan baik
di tingkat Pusat maupun Dacrah, dipandang pertu menyempurnakan Keppres No, 23
Tahun 1990 tentang BAPEDAL. Unluk itu, pada tanggal 22 November 1994 telal
ditctapkan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan, yang mencabut berl akunya Keputusan Presiden No, 23 Tahup

1950.

Dalam Keppres No. 77 Tahun 1994 tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok
BAPEDAL adalah membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan
yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan
lingkungan, seria pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Apabila dalam Keppres No. 23 Tahun 1990 belum diatur tentang lembaga di
dacrah yang membaniu BAPEDAL melaksanakan tugas dan [ungsinya, maka dalam
Keppres No. 77 Tahun 1994 telah (erdapat ketentuan tentang Perwakilan BAPEDAL.

Perwakilan BAPEDAL yang selanjutnya disebut BAPEDAL Wilayah, adalah
unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL untuk memberikan
bimbingan (cknis dan dukungan pelayanan laboratorium kepada pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah masing-masing,
Untk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat dibentuk tiga BAPEDAL
Wilayah, '

Wilayah kerja BAPEDAL Wilayah ditetapkan oleh Kepala BAPEDAL dengan
mempertimbangkan masalah lingkungan di wilayah setelah mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang berlanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara,
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BAPEDAL Wilayah dipimoni

_ pin oleh scorang Kenal: .
perada di bawah dan bertanggungjawaly kcpud'fkc LEZI dDBm,JEIML Wilayah yang
Wwilayah yang merupakan lembag pafi. Dengan adunya BAPEDAL

dpembantu BAPEDAL maks ; j
dari asas dekonsentrasi, L, maka itu adalah perwajudan

Di Propinst Dacrah Tingkat 1 dan Kotamad
dibentuk BAPEDAL Dacrah, Dengan ad
perangkat dacrah maka hal iw merupaka

ya/Kabupaten Dacrah Tingkat 1T dapat
anyd BAPEDAL daerah yang merupakan
N perwujudan asas desentralisasi.
Bapedal Dacrah tingkat 1 adaluh perangkat dacrah yang bertugas membantu
Gubernur Kepala Daerah dalam melakykan pembinaan dan l:) s
pengendalian dampak lingkungan oleh BAPEDAL Daerah Tinekat I di wilayah
Propinsi Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan; sedangkan BAPED;L Daearah Tingkat
11 adalah perangkat dacrah yang bertugas membantu Bupati/Walikotamadya Kepala

Dacrah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di wwilayah Daerah
Tingkat II yang bersangkutan,

ordinasi pelaksanaan

Pembentukan BAPEDAL Daerah dilakukan dengan memperhatikan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setclah mendapat pertimbangan teknis

kepala BAPEDAL dan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggungjawab di
bidang pendayagunaan aparatur ncgara.

Tentang pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
BAPEDAL dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara vang
administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; sedangkan pembiayaan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPEDAL Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

Tentang perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja- satuan
organisasi di lingkungan Bapedal ditetapkan oleh kepala sctelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan terfulis dari menteri yang bertanggungjawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan Mentq,ri Ncgara Sekretaris Negara.

B. Tolok Ukur

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun
(REPELITA), kelestarian fungsi lingkungan sangat diperhatikan, bahkan, dijadikan
sebagai Falsafah pembangunan nasional Indonesia. Pelaksanaan pembangunan tidak
hanya mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, tetapi
juga mengacu pada lingkungan hidup yang baik dan schat. Dalam upaya mengacu
pada lingkungan hidup tersebut, salah satu masalah yang dibadapi adalah persepsi
tentang tolok ukur nilai-nilai lingkungan hidup yang ingin dicapai.
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lai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sering
yarakat ke golongan masyarakat lain, dari satu wakiy
ke waktu yang lain, dan dari salu l.okasi ke lokasi yang lain. Untuk menyamakan
persepsi itu perbagai upaya telah dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat
sesuai dengan norma-norma pembangunan yang berwawasan lingkungan,

Stk mencapai kesepakatan tentang ukuran mutu lingkungan
baku mutu lingkungan (BML). Pasal 15 Undang-undang

«perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan
diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Persepsi ukuran untuk meani
berbeda dari satu golongan mas

Upaya penting U
hidup adalah ditetapkannya
Lingkungan Hidup berbunyi:
baku mutu lingkungan yang
15 UULH tersebut dikemukakan, baliwa agar dapat
rusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu

kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas

Dalam penjelasan Pasal
ditentukan telah terjadinya ke
lingkungan (BML), baik penetapan
puangan atau limbah. |

Kriteria dan pembakuan inj dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atan
mengingat akan perbedaan tata gunanya. perobahan keadaan lingkungan

wakru
ogi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan

setempat serta perkembangan teknal
yang telah ditetapkan

Sehagaimana dinyatakan dalam penjelasan tersebut, baku mutu lingkungan
diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan. Untuk
menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan adalah, apabila keadaan
lingkungan telah ada di atas ambang batas baka mutu lingkungan, maka lingkungan
tersebnt telah rusak dan atau tercemar.. . . ST

Pada tanggal 1 Februari 1991 telah ditetapkan Keputuszin Menteri Negara KLH
No.: KEP-03/MENKLH/1I/1991 tentang Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Yang Sudah
Beroperasi. - . . -

Dalam Keputusan Menteri tcrscbut_' dicantumkan tentang perlunya péntahapan
pencapaian hbaku mutu buangan dengan mengingat dua faktor, yaitu tersedianya
teknologi (technological availability) dan kemampuan ekonomi (economic capability).
Tentang tersedianya teknologi untuk mengendalikan limbah industri (control
tc(t:il:mology) (:;;aran-saranya dapat diperoleh di Pusat Studi Lingkungan di universitas
setempat, sedangkan mengenai ke ' i i i
s Semgm - g mampuan ekonomi bahannya dapat .dlperoleh dari

Sebelumnya, ‘pengaturan mengenai baku mutu iingkungan adalah déhgan
Keputusan Menteri Negara KLH No.: KEP-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman
Penetapan Baku Mutu Lingkungan pada tanggal 19 Januari 1988. Baku Mutu
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PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HiDUp

REPEL{T:
DAN DAMPAKNYA (A

SUATU TINJAUAN YURIDIS

Lingkungan yang diatur dalam SK lerscbut adalah me
Sumber Air, Baku Mutu Udara, dan B
propinsi dilakukan dengan Keputu

ngenai Baku Mutu Air pada
aku Mutu Air Laut. Penjabaran Iebih lanjut per
san Gubernur masing-masing,-

Uraian untuk masing-m
berikut.
1. Tentang Baku Mutu Air pada Sumber Air gi lentuk

asing haku mutu lingkungan tersebut adalah schagai

an berdasarkan;
a.  Mutu limbah cairnya, dengﬁn pengertian;

1) mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak

melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan; dan

2) tidak mengakibatkan turunnya kualitas air pada sumber air penerima,
limbal tersebut. |

b. Kuantitas dan kpahtas limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber
alr harus dicantumkan secara jelas dalam izin pembuangan limbah cair.

Tentang Baku Mutu Udara, Gubernur menetapkan baku mutu udara ambien
dengan memperhitungkan kondisi udara setempat setelah berkonsultasi dengan
Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan. Setelah itu Gubernur
menetapkan baku mutu udara emisi, yaitu: |

a. Setiap kegiatan yang membuarig'li:inbah gas ke udara ditetap kan mutu emisi,
dengan pengertian; :

1) mutu crisi dari limbah gas fqaﬁg dibuﬁng ke udara tidak melampaui baka
mutu udara emisi yang ditetapkan; dan |
2) tidak mengakibatkan firunnys kualitas udara,
b.  Mutu emisi dari limbah gas yang dibuang ke udara harus dicantumkan secara
jelas dalam izin pembuangan limbah gas.

3. Tentang Baku Mutu Air Laut dibedakan berdasarkan pemanfaatan perairan pesisir
menurut peruntukannya. B , . _ .
Perairan pesisir menurut peruntukannya antara lain adalah:

Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk mandi dan renang.

Kawasan pariwisata dan rekreasi umum dan estetika.

Kawasan hudidaya biota laut.

Kawasan taman laut dan konservasi,

Kawasan untuk bahan baku dan proses kegiatan pertambangan.

Kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.

O R L o
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Penefapan porairan pesisir scbugal kawusan ““m’“‘]““t d”“kk}{:mf!'f \fﬂsi dimintakap
annya kepada Mcnlc;i Kchul'anun; scdangk.dn 'ur'nu i ?ﬁldtdfl ya{]g sudah
herjalan dan mempunyai potens mcmmbulkan‘pencer'mr‘?n ;;15 gn'g],;n ‘dltetapka;-l
utu limbahnya dengan mengikuti ketentuaz dalam Peraturan Menteri Dalam Neger

Nomor 1 Tabun 1985 tanggal 27 Juli 1985.
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